
LAPORAN AKTUALISASI 

TINGGAL KLIKK!! 

INTEGRASI WEBCLOUD DAN BUKTI DOKU MEN PIPK DPR RI 

Disusun OIeh: 

NAMA 	TDENNYRIFKY,SE. 

NIP 	: 199207102019031002 

INSTANSI : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

PELATIHAN DASAR CPNSANGKATAN III 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

2019 



LEMBAR PENGESAHAN 
LAPORAN AKTUALISASI 

TING GAL KLIKK!! 

INTEGRASI WEBCLOUD DAN BUKTI DOKUMEN PIPK DPR RI 

Disusun OIeh: 

NAMA 	: TDENNYRIFKY,S.E. 

NIP 	: 199207102019031002 

INSTANSI 	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Peserta Latsar, (J "  
T Denny Rifky, S.E. 

NIP. 199207102019031002 

Menyetujui 
Mentor 

cA4 
Sam Karya Nuqr ha, S.E., M.Ak. 

NIP. 198803212009121001 

Menyetujui, 
Coach 

Dr. Shanty Irma Idrus. S.T., M.M. 
NIP. 197803282010012012 



-- 

LEMBAR PERSETUJUAN 
LAPORAN AKTUALISASI 

TINGGAL KLIKK!! 

INTEGRASI WEBCLOUD DAN BUKTI DOKUMEN PIPK DPR RI 

Disusun OIeh: 

NAMA 	: T DENNY RIFKY, S.E. 

NIP 	: 199207102019031002 

INSTANSI : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Peserta Latsar, 

Q,--  — )--- - 
T Denny Rifky, S.E. 

NIP. 199207102019031002 

Menyetujui, 
Mentor 

Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak. 
NIP. 198803212009121001 

Menyetujui, 
Coach 

Dr. Shanty Irma Idrus. S.T.. M.M. 
NIP. 197803282010012012 



KATA PENGANTAR 

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Kami memujiNya dan kami 

memohon pertolongan dan ampunanNya. Kami berlindung kepada Allah dan 

kejahatan diri-dirikami dan dari kejahatan amalperbuatan kami. Barangsiapa 

yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan 

barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberikan 

petunjuk kepadanya. 

Alhamdulillah, penyusunan laporan aktualisasi pelatihan dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil Setjen dan BK DPR RI Angkatan III dapat terselesaikan 

karena adanya bantuan, bimbingan, Saran, dan nasihat dan banyak pihak. 

Sehingga pada kesempatan mi penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang besar kepada: 

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI 

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan Setjen dan BK DPR RI 

Suryatna, S.IP., selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setjen dan 

BK DPR RI 

Sam Karya Nugraha, SE., M.Ak., selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan 

Setjen dan BK DPR RI sekaligus sebagai mentor penulis pada 

penyusunan rancangan aktualisasi mi. 

Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M., selaku Widyaswara Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI sekaligus sebagal coach penulis 

pada penyusunan rancangan aktualisasi mi. 



6. Seluruh staf Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang telah banyak 

mendukung penulis dalam banyak hal serta memberikan masukan - 

masukan yang berrnanfaat dalam penyelesaian aktualisasi mi. 

Laporan mi adalah implementasi atas rancangan aktualisasi yang 

sebelumnya telah disetujui dan disepakati sebelumnya sebagai bentuk 

tanggung jawab penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Setjen 

dan BK DPR RI Angkatan III dimana sebagai CPNS wajib untuk memberikan 

sebuah perubahan nyata kepada organisasi dengan tetap melekatkan nilai - 

nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti 

korupsi sehingga diharapkan perubahan yang kolektif dad seluruh CPNS di 

organisasi maupun di seluruh Indonesia bisa membawa sebuah arus 

perubahan yang positif bagi birokrasi di Indonesia. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dan 

berjasa atas rampungnya rancangan mi. Dan penulis juga berharap semoga 

penulis dimudahkan untuk bisa konsisten dalam mengimplementasikan 

secara terus - menerus atas perubahan dan inovasi yang telah dijalankan 

selama sebulan mi. 

Jakarta, 8 Oktober 2019 

T Denny Rifky, S.E 
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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Indonesia membutuhkan ide - ide cemerlang dalam membangun 

Indonesia kedepan salah satunya dalam hal perbaikan reforrnasi birokrasi di 

pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu senjata Indonesia 

adalah dengan memanfaatkan generasi muda yang masih memiliki semangat 

dan ide - ide segar untuk dituangkan ke dalam aktivitas pekerjaan sehan - 

hari dalam bentuk inovasi dan perubahan. Untuk itu pemerintah dalam hal mi 

memiliki sebuah konsepsi baru dalam melatih para calon pegawai negeri sipil 

untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata pada program pelatihan dasar di 

masa - masa awal bertugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan 

Pelatihan Dasar Calon PNS, setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu 

mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari 

melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda 

Habituasi. Pembelajaran Agenda Habituasi memfasilitasi peserta melakukan 

kegiatan pembelajaran aktualisasi mata-mata Pelatihan yang telah dipelajari. 

Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta 

mendapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi melalul kegiatan 

pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan penjelasan tentang kegiatan 

pembelajaran aktualisasi sehingga peserta akan memiliki kemampuan 

mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, 

pembimbingan pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan 

aktualisasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan 

aktualisasi serta melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak 

diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan, men4apkan rencana presentasi 

laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi. 

U 
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Pembelajaran agenda habituasi diawali dengan penjelasan konsepsi 

habituasi yang disampaikan pada sesi pembelajaran penjelasan konsepsi 

aktualisasi yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan tentang kegiatan 

pernbelajaran aktualisasi di tempat kerja untuk mensintesakan materi yang 

telah dipelajari pada kurikulum pembentukan karakter PNS. Selanjutnya 

peserta akan diberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan pembelajaran 

aktualisasi dengan tujuan agar memahami tuntutan pembelajaran pada setiap 

kegiatan pembelajaran aktualisasi, kemudian peserta akan dibimbing 

menyusun rancangan aktualisasi dengan "mensi ntesakan' substansi mata-

mata pelatihan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan nilai-niIai 

dasar PNS ke dalam rancangan aktualisasi. 

Kompetensi menyusun rancangan aktua!isasi, dapat peroteh peserta 

dengan proses pembimbingan dan coach (pembimbing yang ditunjuk dan 

lembaga pelatihan) dan mentor (atasan peserta yang ditujuk oleh pejabat 

pembina kepegawaian instansi peserta), sehingga peserta mampu menyusun 

kertas kenja rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan 

aktualisasi, menerapkan rancangan aktualisasi dan menyusun laporan 

aktualisasi serta analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak 

diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, mempersiapkan rencana 

presentasi laporan aktualisasi, melaksanakan seminar aktualisasi, dan di 

penghujung pembelajaran peserta mampu melaksanakan pekerjaan secara 

profesional. Disamping coach yang ditunjuk di tempat pelatihan, selama masa 

off campuss untuk aktualisasi di tempat kerja, dimungkinkan peserta akan 

belajar tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas melalui proses 

pembimbingan dari coach yang ditunjuk oleh pejabat Pembina kepegawaian 

instansi. Coach tersebut bertugas membimbing peserta melakukan kegiatan 

pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. Dalam kondisi tertentu coach yang dimaksud disini 

perannya dimungkinkan dapat dirangkap oleh mentor peserta. 



B. Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil(PNS) 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 Pelatihan DasarCalon Pegawai Negeri Sipil 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan 

Nega ra 

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019. tentang Pengendalian 

Intern atas Pelaporan Keuangan 
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BAB H 

Profil Organisasi 

A. Visi Misi Unit Kerja 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab I, terlihat bahwa Biro 

Perencanaan dan Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jendera! DPR RI. Visi 

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai sebuah unit kerja dalam Iingkup 

Setjen DPR RI harus mendukung vlsi Setjen DPR RI. Untuk itu Biro 

Perencanaan dan Keuangan merumuskan vlsi sebagai berikut: 

Mewujudkan perencanaan dan pen gelo!aan keuangan yang akuntabel 

dan terintegrasi. 

Penjelasan Visi: 

Sehubungan dengan pemberian dukungan dalam pelaksanaan 

perencanaan dan pengelolaan keuangan serta dalam pemberlan dukungan 

administrasi, pengendalian pelaksanaan anggaran dan dukungan kegiatan 

perjalanan dinas di Iingkungan DPR RI, Biro Perencanaan dan Keuangan 

harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan khusus nya dibidang 

keuangan. Sejalan dengan itu, pengertian kata akuntabel, terintegrasi, dan 

optimal adalah: 

Akuntabel : Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya harus mencapai 

sasaran maupun manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

Terintegrasi : Proses operasi dibidang keuangan dapat terhubung dengan 

baik melalui teknologi dan aplikasi yang terkomputerisasi secara baik 



secara fisik maupun secara fungsional. Mewujudkan perencanaan dan 

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terintegrasi. 

Mi si 

Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi tersebut dan 

berpedoman pada vlsi Biro Perencanaan dan Keuangan serta tugas pokok 

dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan yang berperan sebagai 

pendukung dan fasilitator dalam kegiatan-kegiatan keuangan di Iingkungan 

DPR RI, Misi Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2016-2019 adalah: 

Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang 

akuntabel, professional, prima dan tepat waktu 

Penjelasan Misi: 

Misi merupakan langkah utama sesual dengan tugas pokok dan 

fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan 

merupakan unit kerja yang mendukung di bidang keuangan bagi DPR RI 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi), DPR RI memerlukan dukungan dibidang 

keuangan serta administrasi perjalanan dinas yang akuntabel, terintegerasi, 

dan optimal dari berbagal sumber. Ada 1 (satu) Misi atau langkah utama 

yang disusun untuk mencapal Vlsi: 'Mewijudkan perencanaan dan 

pen gelolaan keuangan yang akuntabel dan terintegrasL" Namun pada 

pelaksanaan mendukung tercapainya 'vlsi, misi Biro Perencanaan dan 

Keuangan dijabarkan menjadi beberapa Iangkah. Pada penjabaran misi 

dalam pelaksanaan perencanaan anggaran yaitu upaya peningkatan 

kualitas pada proses perencanaan anggaran dalam menyusun anggaran 

balk Dewan maupun Setjen. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan 

dengan cara peningkatan koordinasi dengan unit kerja Iainnya, 

pembentukan aplikasi perencanaan yang terintegrasi dan ketaatan tertiadap 
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peraturan yang berlaku sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan dapat 

menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan 

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI. Kemudian dalam 

pelaksanaan anggaran yaitu pemberian dukungan adminstrasi keuangan 

pada DPR RI, seperti melaksanakan dukungan administrasi keuangan baik 

untuk anggota Dewan maupun untuk pegawai di Iingkungan Setjen dan BK 

DPR RI. Pada dukungan administrasi keuangan Dewan dilakukan dalam 

rangka pelaksanan seluruh kegiatan Dewan dan pembayaran hak-hak 

keuangan anggota DPR RI. Sedangkan untuk dukungan administrasi 

keuangan pegawai Setjen dan BK DPR RI dilakukan dalam rangka 

pembayaran hak-hak keuangan pegawai. 

Dalam pengelolaan anggaran juga dilakukan monitoring dan 

evaluasi. Hal mi dimaksudkan untuk mengendalikan dan memantau 

pelaksanaan anggaran pada kedua satker, yaitu satker dewan dan satker 

setjen. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memantau dan 

melaporkan besarnya realisasi anggaran yang tercapai tiap triwulan, 

memantau pencapaian output setiap bulan, mengevaluasi realisasi 

anggaran, dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran. Sehubungan dengan 

penyelenggaraan laporan keuangan yang akuntabel. Laporan keuangan 

merupakan output penting yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan dan 

Keuangan yang mencerrninkan seberapa besar peran Biro Perencanaan 

dan Keuangan dalam menyusun, melaporkan dan menyajikan realisasi 

pengelolaan keuangan negara dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang 

disajikan secara tranparan dan akuntabel. Selain itu, untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, Biro Perencanaan dan 

Keuangan juga memberikan dukungan administrasi terhadap perjalanan 



dinas di Iingkungan DPR RI. Dukungan administrasi perja!anan dinas 

meliputi penyiapan pelayanan administrasi perjalanan dinas baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

B. Struktur Organ isasi 

Sebagai dukungan administrasi keuangan, Biro Perencanaan dan 

Keuangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Administrasi 

Keuangan melaksanakan penataan kas dan pembukuan, verifikasi, serta 

penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, serta pegawai tidak tetap. 

Sedangkan untuk memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan anggaran DPR RI, Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal 

mi secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Untuk 

memenuhi dukungannya tersebut, Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

melakukan monitoring anggaran, revisi anggaran, evaluasi pelaksanaan 

anggaran serta melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan sebagai 

dukungan administrasi perjalanan dinas, Biro Perencanaan dan Keuangan 

yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Peijalanan 

melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas dalam dan luar 

negen terhadap Dewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. 

Sejalan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja, langkah 

penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 

menjadi pilihan strategis. Proses pelaksanaan anggaran memerlukan data 

dan informasi administrasi keuangan yang berkualitas. OIeh karena itu, 

ketersediaan data dan informasi keuangan yang andal merupakan salah 

satu kunci keberhasilan penatalaksanaan pengelolaan keuangan negara. 

Data den inforrnasi keuangan yang berkualitas tidak saja menjadi rujukan di 

Iingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan pemermntah tetapi juga 

dibutuhkan oleh kalangan anggota dewan dan publik untuk penilaian kinerja 
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dan beragam kebutuhan Iainnya. Salah satu upaya Biro Perencanaan dan 

Keuangan untuk mewujudkan keakuratan data dan informasi keuangan 

antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak 

internal dan instansi-instansi pemerintah Iainnya. Koordinasi dan kerjasama 

dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi 

serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan pemantauan 

terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggungjawab Biro 

Perencanaan dan Keuangan secara intensif guna mencegah penggunaan 

anggaran yang kurang efektif dan efisien. Pemantauan dilakukan dengan 

meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan 

dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan, dimulai clari tahun 2009 

sampai tahun 2018 laporan keuangan Setjen DPR RI mendapat opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

Struktur Or iaci Biii Pcis d*. Kmaugam  

I 	I 	 I 	I N3 

Li 9JaeAGM P 	US4A 
p,oI H.  s& 	pjt.p 

EGE 

BGW.N NYUS)N.N 	 I 

DlS WAR WEGM 

Sumbr: Prsekjn Nomor 2 Tahun 2016 

Gambar 1. Struktur OrganisasiBiro Perencanaan dan Keuangan 



C. Penjelasan Tugas dan Fungsi 

Penulis sendiri ditempatkan di Sub Bagian Pelaporan dengan jabatan 

Analis Laporan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan 

kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan 

untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang peIaporan 

keuangan sesuai dengan yang tertera di Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

Selain hal tersebut diatas, penulis juga memilik kontrak keija dengan 

atasan atasan yang tertera pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yaltu 

menyusun laporan keuangan tiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan 

untuk tingkat satker, tingkat eselon, dan tingkat lembaga yang terdiri dan 

laporan hasil realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan 

ekuitas, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan capaian 

output. 



BAB III 

Rancangan Aktualisasi 

Dalam menjalankan fungsinya sampai saat ini sub bagian pelaporan sudah 

melaksanakan fungsinya dengan sangat optimal walaupun dalam beberapa hal 

masih ada yang hams ditingkatkan sebagai upaya dalam meningkatkan komitmen 

mutu dan merespon zaman yang semakin lama semakin maju. Ada beberapa isu 

yang penulis anggap sampai saat mi masih hams dibicarakan dan didiskusikan 

Iebih lanjut terkait upaya dalam meningkatkan komitmen mutu bagian evaluasi dan 

pela pa ran. 

A. Identifikasi Isu 

1. Penyajian Dokumen Bukti PIPK DPR RI Belum Efisien 

Pen yebab permasa!ahan 

Berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2019 yang mengganti PMK 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan, PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan penyusun LKPP, termasuk entitas pelaporan yang melakukan 

konsolidasi laporan keuangan. Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang 

secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal 

dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Dalam pensunan PIPK sendiri melibatkan banyak dokumen yang 

dianggap sebagai data pendukung dan akun-akun signifikan sehingga 

dibutuhkan suatu tools dalam menisun dan mengelola dokumen-dokumen 

tersebut. 



Selama ml penyusunan dokumen-dokumen PIPK berupa pengumpulan 

hardcopy dokumen yang sangat banyak sehingga hal tersebut cukup 

merepotkan para staf sub bagian pelaporan jika Kementerian Keuangan 

dan Badan Pemeriksa Keuangan meminta dan memeriksa dokumen bukti 

tersebut dikarenakan harus membutuhkan waktu yang banyak untuk 

mendapatkan dokumen yang dibutuhkan. 

Kondisi yang diharapkan 

Bagian evaluasi dan pelaporan bisa memanfaatkan Web Cloud DPR 

RI yang disediakan DPR RI sehingga dokumen-dokumen bukti transaksi 

bisa diakses hanya dengan sekali "kIlk" saja lalu dokurnen bisa langsung 

muncul. Hal mi tentunya akan memudahkan semua pihak dikarenakan para 

staf sub bagian pelaporan tidak perlu mencari dokumen dengan waktu yang 

lama dan pihak dari Kemenkeu dan BPK bisa cepat menyelesaikan 

tugasnya. Rajan & Shanmugpriyaa (2012) mengatakan bahwasannya 

komputasi awan memberikan manfaat - manfaat kepada perusahaan 

antara lain biaya rendah, pergeseran biaya modal ke biaya operasional, 

kegesitan/kelincahan, skalabilitas, dan pemeliharaan yang sederhana. 

Dampak apabila tidak dllaksanakan 

Jika penerapan intergrasi vebcIoud terhadap PIPK mi tidak 

dilaksanakan, upaya efisiensi kerja dalam penyusunan PIPK akan 

mengalami hambatan dikarenakan para staf evaluasi dan pelaporan akan 

membutuhkan dan membuang banyak waktu apabila pihak dan 

Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan datang 

memeriksa dan meminta bukti-bukti dokumen PIPK. 
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Keterkaitan dengan Mata Pela f/han 

Penerapan Aktualisasi ini berkaitan dengan nilai-nilai Whole of 

Government. Hal mi dikarenakan dengan adanya penerapan intergrasi 

dokumen, maka hal tersebut akan lebih memudahkan DPR RI dengan 

Kementerian Keuangan dan BPK untuk berkolaborasi terkait dengan akses 

data. 

2. Pengendalian Piutang DPR RI Belum Teratur 

Pen yebab permasalahan 

Selama mi bagian evaluasi dan pelaporan mendapatkan info-info 

mengenai piutang masih sebatas data dan pihak Bagian Administrasi 

Keuangan dan Bagian Administrasi Barang Milik Negara. Hal mi menjadikan 

pengawasan piutang kurang terkendali dikarenakan harus menunggu info 

dan pihak yang disebutkan sebelumnya apabila ingin rnengetahui umur 

piutang, jatuh tempo pembayaran, dan lain-lain. Padahal info yang 

didapatkan dengan cepat dan akurat terkait dengan piutang sangat penting 

bagi sub bagian pelaporan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Kondisi yang diharapkan 

Dalam pengendalian piutang DPR RI, perlu disusun dan dibuat 

kertas kerja pengendalian piutang berupa excel yang memuat informasi 

secara keseluruhan terkait dengan piutang-piutang yang dimiliki oleh DPR 

RI, seperti umur piutang, tanggal jatuh tempo, jumlah pembayaran, sisa 

pembayaran, dan lain-lain sehingga bagian evaluasi pelaporan ketika 

sedang membutuhkan info yang diinginkan tidak perlu meminta data-data 

tersebut melalui pihak lain tetapi hanya perlu melihat kertas kerja yang telah 

dibuat. 



Dampak apabila tidak dilaksanakan 

Jika bagian evaluasi dan pelaporan tidak menyusun kertas kerja 

pengendalian piutang maka hal tersebut akan berdampak terhadap 

rendahnya tingkat informasi dan tidak adanya efisiensi waktu dalam 

penelusuran data-data piutang. 

Keterkaitan dengan Mata Pelatihan 

Penerapan Aktualisasi mi berkaitan dengan nilai-nilai Manajemen 

ASN dimana PNS dituntut untuk bisa terus bekerja produktif. Adapun 

aktualisasi yang akan dijalankan adalah salah satu upaya dalam 

meningkatkan produktifitas kerja. 

3. Penataan Arsip Laporan Keuangan Belum Teratur 

Pen yebab permasalahan 

Tata kelola arsip laporan keuangan dan data pendukung lainnya 

sampai saat mi belum dikelola dengan teratur sehingga seringkali staf yang 

ingin mencari dokumen - dokumen masa lalu kesulitan dalam 

menemukannya. 

Kondisi yang diharapkan 

Adanya tata kelola arsip laporan keuangan dan data pendukung 

Iainnya dengan baik dan teratur seperti memisahkan dokumen-dokumen 

sesuai dengan jenis-jenisnya, membuat indeks dokumen sesuai dengan 

abjad atau jenisnya, menentukan tempat arsip yang khusus dan tidak 

bercampur dengan hal-hal diluarnya. Hal ml akan memudahkan para staf 

dalam menemukan data dan dokumemn pendukung lainnya dengan mudah 
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dan cepat sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap efektifitas, 

efisiensi, dan keakuratan kerja yang diharapkan 

Dampak apabila tidak dilaksanakan 

Tidak dijalankannya tata kelola arsip dengan baik dan teratur akan 

mengakibatkan para staf menjadi susah dalam menemukan data-data yang 

dibutuhkan dan hal mi akan membawa para staf membuang waktu Iebih 

banyak untuk meminta kembali data yang dibutuhkan kepada pihak-pihak 

te rka it. 

Keterkaitan den gan Mata Pelatihan 

Penerapan Aktualisasi mi berkaitan dengan nilai-nilai Manajemen 

ASN dimana apabila tata kelola arsip laporan keuanga menjadi teratur, rapi, 

dan mudah dicari hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

B. Pemilihan Isu Prioritas 

Pada bagian mi penulis sudah harus menentukan isu yang mana 

diantara ketiga isu yang sudah dijabarkan diatas yang memang cocok dan 

tepat untuk dipilih sebagai objek yang digunakan pada agenda habituasi. 

Adapun isu yang penulis pilih adalah isu yang pertama, yaitu Penyajian Bukti 

Dokumen PIPK DPR RI yang Masih Belum Efisien. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis ketiga isu tersebut diatas, 

ialah dengan menggunakan identifikasi USG (Urgency, Seriousness, Grovtth). 

Urgency berarti seberapa mendesak suatu isu hams dibahas, dianalisis dan 

ditindakianjuti. Seriousness berarti seberapa serius suatu isu harus dibahas 

dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth berarti seberapa besar 

kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana 

mestinya. 



Kriteria 
No Isu Aktual Skor 

G 

Penyajian Dokumen Bukti 
PIPK DPRRI Belum Efisien 

4 4 

Pengendalian Piutang DPRRI 
2 Belum Teratur 4 4 4 12 

Penataan Arsip Laporan 
3 1 Keuangan Belum Teratur 3 3 3 9 

Tabe! 1. Hasil Analisis USG 

Ketera nga n: 
U: Urgency; S: Seriousness; G: GroAh 

Interval penentuan prioritas: 
Angka 1: sangat tidak mendesak/gawat dan berdampak; 
Angka 2 : tidak mend esak/gawat dan berdampak; 
Angka 3 : cukup mendesak/gawat dan berdampak; 
Angka 4: mendesaklgawat dan berdampak; 
Angka 5 : sangat mendesak/gawat dan berdampak. 

Berdasarkan analisis diatas, maka isu yang diangkat adalah isu 1 yaitu 
Penyajian Dokumen Bukti PIPK DPRRI Masih Belum Efisien. 

C. Gagasan Pemecahan Isu 

Dikarenakan isu yang dipilih sudah dipilih melalui teknik analisa USG, 

maka pada bagian mi ditetapkan gagasan pemecahan isu atas rancarigan 

aktualisasi di unit kela,  yaitu: "Penyajian Dokumen Bukti PIPK DPR RI 

melalui Integrasi Webcloud". 
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D. Rancangan Aktualisasi 
Unit Kerja 	: Biro Perencanaan dan Keuangan 
Identifikasi Isu 	: 1. Penyajian Dokumen Bukti PIPK Masih Belum Efisien 

Pengendalian Piutang DPR RI Belum Teratur 
Penataan Arsip Laporan Keuangan Belum Teratur 

Isu yang Diangkat 	1. Penyajian Dokumen Buktu PIPK DPR RI Masih Belum Efisien 

Gagasan Pemecahan Isu : Penyajian Dokumen Bukti PIPK DPR RI melalui lntergrasi Webcloud 

Tabel 2. Rancangan Milestone Aktuallsasi 

No Keglatan 
Tahapan 
Keglatan 

OutputlHasil 
Keterkaitan Substansl 

Mata Pelatihan 

Kontribusi 
Terhadap Vlsi Misi 

 Organisasi  

Penguatan Nilal 
Organisasi 

Kegiatan mi Kegiatan mi menerapkan 

Untuk melakukan 
mendukungvisibiro nilai-niIaIDPRRIyaitu: 

persiapan rapat,saya 
perencanaandan Religius, dimanasebelum 

sebelumnya 
keuangan yaitu melakukan rapat, harus ada 

berkomunikasi dengan 
mewujudkan etika dan sopan santun 

mentordan stat lainnya perencanaan dan dalam menyam paikan 
Persiapan dan melakukan 

pengelolaan maksud dantujuan rapat 
materi d an penjadwalan berupa 

keuangan yang kepada atasan dan rekan 
peralatan rapat pem beritahuan secara 

akuntabel 	an d kerja yang lain. 
Konsultasi dengan dengan lisan dan tulisan kepada 

terintegrasi. Selain Akuntabel, yaitu 
Mentor (Kasubbag kasubbag Dokumentasi Persiapan mentorsebagaiwujud itu juga mendukung mengerjakan seluruh 
Pelaporan) pelaporan dan Etika Publik. Selain 

misi biro kegiatandengan 
beserta staf itu pelaksanaan tersebut 

perencanaan dan memberikan bukti-bukti 
pelaporan yang juga mengharuskan 

keuangan yaitu yang bisa 
lain seluruh peserta rapat 

menlenggarakan dipertanggungjawabkan. 

harus menandatangani perencanaan dan Profesional, yaitu 

absen sebagai wujud 
pengelolaan menyampaikan terlebih 
keuangan yang dahulu pembahasan apa 

penerapan 
akuntabilitas 

akuntabel, saja yang akandibahas 
profesional, prima, ketika rapatsehingga ketika 
dan tepat waktu rapat berjalan, pembahasan 



No 	Keglatan 	Tahapan 
Keg lata n 

Output/HasH Keterkaltan Substansi 
Mata Pelatihan 

Terhadap VlsI MisI Penguatan Nilai 
Organisasi 

menjadi terarah dan sesuai 
dengan apa yang 
direncanakan 

Melakukan 
rapat konsultasi 
dengan 
kasubbag 
pelaporan dan 
staf pelaporan 
yang lain 

Setelah melakukan 
rapat, maka atas hasil 
rapattersebutdicatat 
dan dibuatlaporan 
singkatsebagai wujud 
pen e ía pan 
akuntabilitas dan 
penerapan etika publik 
yang dilaksanakan 
melalui membangun 
komunikasi yang baik 
dengan mentor/atasan 
dan staf lainnya. Selain 
itu atas hasH dan 
keputusan yang diambil 

Kegiatan mi 
meridukungisi bim 
perencanaan dan 
keuangan yaitu 
mewujudkan 
perencanaan dan 
pengelolaan 
keuangan yang 
akuntabel dan 
terintegrasi. Selain 
itu j uga me 
ndukung misi biro 
perencanaan dan 
keuangan yaitu 

Kegiatan mi menerapkan 
nilai-nilai DPR RI, yaitu: 
Religius, dimanasebelum 
rapat dimulai semua 
peserta rapatberdoa sesuai 
dengan ajaran agama 
masing-masing. 
Akuntabel, yaltu 
mengerjakan seluruh 
kegiatan dengan 
memberikan bukti-bukti 
yang bisa 
dipertanggungjawabkan 
seperti absensi, 

-Laporan singkathasil 
rapat koordinasi dengan 
mentor 
-Pbsensi Rapat 
- Dokumentasi 
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No Kogiatan 
Kegiata
Tahapan

ri 
Output/Hasli 

Keterkaltan Substansi 
Mata Polatihan 

Kontribusi 
Terhadap V'sI Misi 

Organisasi  

P e nguatan Nilai 
Organisasi 

secaramusyawarahjuga perencanaandan rapat. Profesional, yaltu 
merupakan wujud dari pengelolaari melaksanakan rapat 
penerapan keuangan yang dengan membahas hal - 
nasionalisme akuntabel, hal yang sudah 

profesional, prima, direncanakan sebelumnya. 
dan tepat waktu Integritas, yaitu 

melaksanakan rapatsesuai 
dengan perencanaan 
sebelumnya dan 
memberikari rapatapa 
adanya. 



- 
No Kegiatan  Tahapan 

Koglatan 
Output/Hash Keterkaltan Substansi 

Mata Pelatihan 

 Kontrbusi 
Terhadap Visi Misi 

Organisash  

Penguatan Mial 
Organisasi 

Dalam melakukan Kegiatan ini 
pengumpulan dokumen, mendukung visi biro Kegiatan mi menerapkan 
sebelumnya penulis perencanaan dan nilai-nilai DPR Rl,yaitu: 
melakukan koordinasi keuangan yaitu Religius, dimana ketika 
dengan pihak-pihak di rnewujudkan melakukan mengumpulkan 
Bagian .Administrasi perencanaan dan data kepada pihak— pihak 

minta Keuangan dan pengelolaan terkait harus 
dokumen yang Mministrasi Barang keuangan yang mengkomunikasikannya 
diperlukan Milik Negara untuk akuntabel dan dengan sopan santun dan 

Melakukan 
derigan Bagian mendapatkan dokumen terintegrasi. Selain penuh hormatterlebih 

2 
Pengumpulan 

Mministrasi File Dokumen Bukti PIPK bukti PIPK. Kegiatan mi itu juga mendukung dahulu. 
Dokumen Bukil 

Keuangan dan adalah s uatu wujud dan mis i biro Akuntabel dan Integritas, 
PIPK DPRRI Mministrasi penerapan perencanaandan yaitu mengumpulkan data- 

Barang Milik akuntabilitas dan keuangan yaitu data yang hanya dibutuhkan 
Negara nasionahisme menyelenggarakan saja dan bertanggung jawab 

dikarenakan dokumen- perencanaan dan atas data-data tersebut. 
dokumen tersebut pengelolaan Professional, yaitu 
adalah bukti yang bisa keuangan yang meminta data kepada 
dipertanggungjawabkan akuntabel, pihak-pihak yang berkaitan 
sesuai dengan PMK 14 profesional, prima, dengan data-data tersebut. 
Tahun2017 dantepatwaktu 
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- 

No Keglatan Tahapan 
Kegiatan 

Outputll-laslI Keterkaitan Substansi 
Mata Pelati han 

Kontribusi 
Terhadap Vlsi 

Organisasi Misi 

Penguatan Nilal 
org a 

 
rilsasi 

- Kegiatanini 
mendukungisi biro 
perencanaan dan 
keuangan yaitu 
mewujudkan 

Melakukan scanning 
perencanaan dan 

dokumen-dokumen 
pengelolaan 
keuangan yang Kegiatan mi menerapkan 

Melakukan 
denganteliti menjadi 
s o ftcopy adalah upaya 

akuntabel dan nilai-nilai DPR Rl,yaitu: 
Scanning File 

Hasil Scan berupa dalam menerapkan 
teri ritegrasi. Selain Profesional, yaltu 

DokumenPlPK 
Soitcopy komitmenmutu dimana 

itu juga mendukung mengintegrasikan dengan 

Soft
menjadi didalamnya ada nilai- 

misibiro cermatdanteliti dokumen- 
copy nilai efisiensi dan 

perencanaan dan dokumen yang 

kedisiplinan dalam 
keuangan yaitu dikumpulkan. 

bekerja 
menyelenggarakan 
perencanaandan 

Mengintegrasikan 
pen gelolaan 
keuangan yang 

3 semuaflleke akuntabel, 
Kertas KerjaPlPK profesional, prima, 

dan tepat waktu  
Kegiatan mi 
mendukung visi biro Kegiatan ini menerapkan 
perencanaan dan nilai-nilai DPR RI, yaitu: 

Memberikan nama pada 
keuangan yaitu Akuntabel, yaitu 

link dokumen adalah 
mewujudkan mengerjakan seluruh 

upaya dalam 
perencanaan dan kegiatan dengan 

Memberi Nama 
Link Dokumen yang Bisa meningkatkan 

pengelolaan memberikan bukti-bukti 

Link atas 
Dokumen 

diakses via Internet Komitmen mutu yaitu 
keuangan yang 
akuntabel dan 

yang bisa 
dipertanggungjawabkan 

dengan adanya akses 
terintegras i. Selain Professional, yaitu 

yang mudah atas 
informasi public 

itu juga mendukung mengerjakan tugas-tugas 
misi biro sesuai dengan keahlian 
perencanaan dan yang dimiliki oleh 
keuangan yaitu pengemban tugas 
m enyelenggara kan 



No Kegiatan Tahapan 
Kegiatan 

Output/Hasd Kerka1tati Substansi 
Mata Pelatihan 

Kontribusi 
Terhadap Visi Misi 

Organisasi 

Penguatan Nilal  
Organsasi 

perencanaan dan 
pengelolaan 
keuangan yang 
akuntabel, 
profesional, prima, 
dan tepatwaktu 

Kegiatan ml 
mendukung isi birD 
perencanaan dan 
keuangan yaitu 
mewujudkan Kegiatan ini menerapkan 

Indeks yang dibuatatas 
perencanaandan nilai-nilai DPRRI,yaitu: 

linkdokumenadalah 
pengelolaan Akuntabel, yaitu 

Melakukan upaya dalam 
keuangan yang mengerjakan seluruh 

Indeksatas meningkatkan 
akuntabeldan kegiatandengan 

Data-Data Kumpulan Link Dokumen komitmen mutu yaitu terintegrasi. Selain 
itu juga mendukung 

membenkan bukti-bukti 
yang bisa 

tersebutke yang siapdiakses adanya integrasi data 
misi biro dipertanggungjawabkan 

dalam Microsoft yang memudahkan 
perencanaan dan Professional, yaltu 

Excel stakeholder dalam 
keuangan yaitu mengerjakan tugas-tugas 

menemukan data yang 
diinginkan 

menyelenggarakan sesuaidengan keahlian 
perencanaandan yang dimilikioleh 
pengelolaan pengemban tugas 
keuangan yang 
aku ntabel 
profesional, prima, 
dantepatwaktu  
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No Kegiatan Tahapan 
Kegiatan 

OutputlHasil Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan 

Kontribusi 
Terhadap Vlsi Misi 

O rganisasi 

Periguatan Nilal  
Organisasi  

Kegiatan ml menerapkan 

Kegiatan ini nilai-nilai DPRRI,yaitu: 

mendukung'Vlsi bi 
Religius, dimanasebelum 

Untuk melakukan 
perencanaan dan 

melakukan rapat, harus ada 
persiapan rapat, saya 

keuangan yaitu 
etika dan sopan santun 

sebelumnya 
mewujudkan 

dalam menyampaikan 
berkomunikasi dengan perencanaan dan maksud dantujuan rapat 

Persiapan 
mentordan staf Iainnya 

pengelolaan keuan 
kepada atasan dan rekan  

materi dan 
dan melakukan 

gan yang 
keriayang lain. 

peralatanrapat 
penjadwalanberupa 

akuntabel dan 
Akuntabel, yaitu 

Konsultasill 
dengan 

pemberitahuan secara 
terintegrasi. Selain 

mengerjakan seluruh 

dengan 	
ntor kasubbag Dokumentasi Persiapan 

lisan dan tulisan kepada tu juga men dukung 
kegiatan dengan 

(Kasubbag 
pelaporan 

mentorsebagai wujud 
misibiro 

memberikanbukti-bukti  
Pelaporan) 

besertastaf 
dariEtika Publik. Selain 

perencanaan dan 
yang bisa  

pelaporan yang 
itu pelaksanaanterseb 

keuangan yatu 
dipertanggungjawabkan.  

lain 
juga mengharuskan 

menyelenggarakan 
Profesional, yaitu 

seluruh peserta rapat perencanaan dan menyampaikan terlebih 
harus menandatangani 

pengelolaan 
dahulu pembahasan apa 

absen sebagai wujud 
keuangan yang 

saja yang akan dibahas 
penerapan 

akuntabel, 
ketika rapatsehingga ketika 

akuntabilitas 
profesional, prima, 

rapat berjalan, pembahasan 

dan tepat waktu 
menjadi terarah dan sesuai 
dengan apa yang 
dire ncanakan 



No Iceylatan Tahapan 
Keglatan 

Output/Hash Keterkaltan Substansi 
Mata Pelatlhan 

Kontribusi 
Torhadap Vlsi Mist 

Organusasi 

Penguatan Nilai  
Organlsasi 

Kegiatan mi menerapkan 
nhlai-nilai DPR RI, yaitu: 

Kegiatan ini 
Rehigius, dimana sebelum 

Setelah melakukan mendukung visi biro rapat dimulai semua 

rapat, maka atas hasil perencanaan dan peserta rapatberdoa sesual 

rapat tersebut dicatat keuangan yalta dengari ajaran agama 

dan dibuatlaporan mewujudkan masing-masing. 
Akuntabel, yaitu  singkatsebagaiwujud perencanaandan 
mengerjakan seluruh 

Melakukan 
penerapan pengelolaan 

kegiatan dengan 
rapat konsultasi 

akuntabilitas dan keuangan yang 
memberikan bukti-buk 

dengan 
-Laporan singkathasil perlerapan etika publik akuntabel dan 

yang bisa  
kasubbag 

rapat koordinasi dengan yang dilaksanakan terintegrasi. Selain 
dipertanggungjawabkan 

pelaporan dan 
mentor melalui membangun itu juga mendukung 

seperti absensi, 
staf pelaporan 

- Absensi Rapat komunikasi yang baik misi biro 
dokumentasi, dan hasil 

yang lain 
- Dokumentasi dengan mentor/atasan perencanaan dan 

rapat. Profesional, yaitu 
dan stat Iainnya. Selain keuangan yaltu 

melaksanakan rapat itu atas basil dan menyelenggarakan 
dengan membahas hal- keputusan yang diambil perencanaan dan 
halyang sudah 

secara musyawarahjuga pengelolaan 
direncanakan sebelumnya.  merupakan wujud dan keuangan yang 
Integritas, yaitu 

penerapan 
nasionalisme 

akuntabel, 
profesional, prima, melaksanakan rapatsesuai 

dantepat waktu 
dengan perencanaan 
sebelumnya dan 
membenikan rapatapa 
adanya. 
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No Koglatan Tahapan 
Keglatan 

OutpuVHasit Keterkaltan Substansi 
Mata Pelatihan 

TerhadapVisiMisi 
O rganisasi 

Penguatan NiIai 
Organisas,  

Kegiatan mi Kegiatan mi menerapkan 
Melakukan sosialisasi ke mendukung vlsi biro nilai-nhlai DPR RI, yaitu: 
para stakeholderatas perencanaan dan Religius yaitu 
sebuah inovasi ini keuangan yaitu menyampaikan maksud dan 
adalah sebagai wujud mewujudkan tujuan untuk 
dari penerapan perencanaan dan mensosialisasikan hash 

-Meriyampaikan akuntabilitas dimana pengelolaan aktualisasi dengan penuh 
rencana ada keuangari yang hormatdansopan santun. 
pertemuan ke pertanggungjawaban akuntabel dan Akuntabel dan lntegritas, 

Sosiahisasi Hasil pihak- pihak 
R - 	 sensi 	apa 

(akuntabel),anti terintegrasi.Selamn yaltu mensosialisasikan 
5 Integrasi ke stakeholder 

-Dokumentasi 
korupsi, dan etika itu juga mendukung hasilaktualisasi ke 

Stakeholder - Memberikan pubtik atas pekerjaan misi biro stakeholderdengan 
akses link yang dilakukan.Selain perencanaandan sebenar-benarnya 
dokumen ke itu juga hal tersebutjuga keuangan yaitu Professional, yaitu 
stakeholder bagian dari penerapan menyelenggarakan mensosialisasikan hash 

W0G dimana ada upaya perencanaan dan aktualisasi ketika pekerjaari 
yang dilakukan untuk pengelolaan sudah benar-benarmatang 
terciptanya kolaborasi keuanganyang sehinggatidakada 
antar instansi akuntabel, kesalahan-kesalahan yang 
pemerintah profesional, prima, terjadi ketika data tersebut 

dantepatwaktu I diakses. 



BAB IV 

Pelaksanaan Aktualisasi 

A. Penjelasan Aktualisasi 

Setelah menjalani 	ujian rancangan aktualisasi yang 

diselenggarakan pada had Senin, 26 Agusutus 2019 di Wisma Griya 

Sabha Kopo, penulis tentunya harus langsung mengimplementasikan 

rencana kegiatan per kegiatan yang telah direncanakan pada 

rancangan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah dicantumkan. 

1. Kegiatan I (Konsultasi dengan Mentor - Kasubbag Pelaporan) 

Pada hari Rabu, 28 Agustus 2019, hari dimana pertama kali 

masuk ke unit keda sejak menjalani latsar di Bogor, penulis 

Iangsung menemui mentor untuk mengutarakan keinginan 

melaksanakan konsultasi terkait tema aktualisasi. Hal mi dilakukan 

dengan menerapkan nilai etika publik sebagai wujud tanggung 

jawab aparatur sipil negara yang harus mengimplementasikan 

nilai- nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen 

Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Setelah menyampaikan maksud 

dan tujuan konsultasi, mentor yang juga atasan penulis di unit 

kerja Iangsung bersedia untuk menerima konsultasi pada had itu 

juga. Untuk itu penulis langsung menyiapkan kelengkapan rapat 

seperti ruangan rapat, proyektor, laptop, dan form absensi. 

Pada konsultasi tersebut, dihadiri juga seluruh staf sub 

bagian pelaporan. Hal mi dikarenakan semua staf laporan 
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keuangan juga memiliki keterkaitan langsung dengan aktualisasi 

yang akan dilaksanakan. 

Isi dari konsultasi tersebut membahas mengenai teknis 

pelaksanaan dalam merealisasikan kegiatan - kegiatan yang ada 

pada rancangan kegiatan terutama dalam hal teknis pengumpulan 

data dimana dalam melaksanakannya bakal melibatkan banyak 

sekali pihak di unit kerja lain seperti pengelola persediaan yang 

ada di tiap-tiap unit kerja, Biro PBMN yang mengelola Aset Tetap, 

dan Bagian Administrasi Keuangan yang setiap ada transaksi yang 

berkaitan dengan akun signifikan yang ditentukan selalu melalui 

bagian tersebut. 

Dikarenakan adanya peraturan yang baru dan Menteri 

Keuangan terkait dengan PIPK yang termaktub pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019, template kertas kerja 

dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya sudah diisi 

pengendaliannya menjadi tidak terpakai lagi dikarenakan sub 

bagian pelaporan harus menyusun ulang rincian pengendalian di 

template kertas kerja yang baru sesuai dengan amanat PMK 

tersebut. 



Gamb ar 2. Rapat Konsultasi I dengan mentor di wang rapat Biro Perencanaan dan Keuangan 

(2810812019) 

Selain 	itu, 	pada 	konsultasi 	tersebut 	mentor juga 

menyampaikan bahwasannya perlu dilakukan pemberitahuan ke 

unit - unit kerja yang lain terkait dengan kertas kerja tersebut 

sehingga mereka dapat mengetahui dokumen-dokumen apa saja 

yang perlu mereka siapkan dan pengendalian apa saja yang akan 

diterapkan atas mereka. 

Pada konsultasi tersebut juga diedarkan absensi rapat, 

dilakukan dokumentasi, dan dibuat laporan singkat rapat sebagal 

wujud akuntabilitas atas apa yang dilakukan. 

2. Kegiatan II (Pengumpulan Dokumen Bukti PIPK DPR RI) 

Setelah menjalani konsultasi dengan mentor pada kegiatan I, 

penulis menyiapkan kebutuhan - kebutuhan dalam pengumpulan 

dokumen. Yang pertama harus diketahui adalah nomor dokumen 
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yang diinginkan sehingga bisa dengan mudah bagi bagian lain 

untuk mencari dokumen - dokumen tersebut. Cara untuk 

mendapatkan nomor dokumen adalah melalui database yang ada 

di aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang didalamnya memuat 

seluruh transaksi keuangan yang dijalankan oleh suatu satker 

beserta dengan tanggal transaksi dan kode - kode transaksi 

Iainnya. 

Daam menjalankan kegiatan ml nilai - nilal yang bisa 

diterapkan adalah nilal akuntabilitas dimana pengumpulan 

dokumen tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi 

untuk bersungguh - sungguh dalam menyajikan bukti - bukti 

transaksi selama tahun berjalan untuk dipertanggungjawabkan. 

Selain itu nilai nasionalisme yang terkandung adalah dikarenakan 

kegiatan tersebut taat kepada Peraturan Menteri Keuangan yang 

menjelaskan di ha ruskannya melampi rkan dokumen bukti dalam 

pengendalian yang dijalankan. 

Sesual dengan PMK Nomor 17 Tahun 2019, disebutkan 

bahwasannya dokumen bukti PIPK dalam pengumpulannya 

menggunakan teknik sampling apabila jumlah dokumen yang 

dijadikan objek pengendalian melebihi 100 dokumen. Adapun 

formula yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan di 

peraturan yaitu: 



Jika Populasi < 100, maka dilakukan sensus 

Jika Populasi 100 - 499, maka dilakukan sampling dengan 

formula 

934(1 -(93/N)) 

Jika Populasi ~t 500, maka dilakukan pengujian dilakukan secara 

uji petik dengan jumlah sampling minimal 93 jika hasil penilaian 

P1E rendah. Tetapi jika hasil penilaian PITE tinggi, makan 

jumlah minimal sampel adalah 77. 

Dikarenakan jumlah sampel untuk tiap - tiap akun signifikan berada 

pada angka 100 - 499, maka dilakukan sampling atas dokumen - 

dokumen tersebut. Adapun detail jumlah dokumen per akun signifikan 

adalah: 

Belanja Persediaan terdapat 157 transaksi sampai dengan 31 

Agustus 2019, sehingga dengan menggunakan rumus diatas 

didapatkan 59,377 yang dibulatkan keatas menjadi 60 sampel. 

Aset tetap terdapat 484 transaksi sampai dengan 31 Agustus 

2019, sehingga dengan menggunakan rumus diatas didapatkan 

83,677 yang dibulatkan ke atas menjadi 84 sampel. 

Bela nja pemeliharaan terdapat 474 transaksi sampai dengan 31 

Agustus 2019 sehingga dengan menggunakan rumus diatas 

didapatkan 83,378 yang dibulatkan ke atas menjadi 84 sampel. 

Walaupun pada kegiatan sebenarnya melibatkan sebanyak 13 

unit kerja, tapi dalam penyusunan program aktualisasi kali mi penulis 

hanya membatasi pengumpulan dokumen dari 2 unit kerja saja yaitu 

Bagian Administrasi Keuangan dan Administasi Barang Milik Negara 
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Ii 

dimana kedua bagian tersebut terlibat hampir di semua proses 

transaksi pada akun - akun signifikan yang dipilih. 

Untuk melakukan pengumpulan dokumen - dokumen tersebut, 

pemilih sebelumnya hams memiliki lanclasan dan pegangan berupa 

surat tugas dan Deputi Administrasi dikarenakan di dalam 

pengumpulan dokumen itu sendiri meTibatkan lintas unit kerja tingkat 

eselon I. Dalam meminta tanda tangan surat tugas Deputi 

Administrasi membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan 

sebelumnya hams ada nota dinas pengantar dan Kepala Bagian dan 

Kepala Biro. 

Ketika penulis sudah mendapatkan surat tugas, penulis Iangsung 

melakukan pengumpulan dokumen dengan mendatangi bagian - 

bagian yang disebutkan diatas. Penulis cukup menyebutkan nomor - 

nomor dokumen yang sebelumnya sudah didapatkan dan aplikasi 

SAS. 

Gambar 3. Penulis bersama dengan mentor mengurijungi Bagian Administrasi BMN 

(05/09,2019) 
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Gambar 4. Men gunjungs Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran unfuk meminta dokumen terkat 

(2510912019) 

Setelah menunggu selama dua minggu, penulis kembali lagi 

ke unit kerja terkait untuk melakukan penagihan data yang 

sebelumnya sudah ada perjanjian mengenai tenggat waktu batas 

akhir penyerahan dokumen. Proses pengumpulan dokumen 

tersebut temyata tidak berjalan dengan lancar seperti yang 

sebelumnya sudah diprediksi. Ada beberapa kendala yang penulis 

hadapi dalam pengumpulan dokumen tersebut seperti: 

a. Unit kerja yang terkait tidak disiplin dalam mengumpulkan 

dokumen. Hal mi bisa jadi disebabkan dikarenakan pekerjaan 

di tiap unit yang banyak. Untuk menangani persoalan mi 

penulis memberikan tambahan waktu beberapa hari agar unit 

kerja terkait bisa mengumpulkan dokumen yang diminta 
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dimana pemberian waktu tambahan tersebut sudah penulis 

dan mentor bicarakan sebelum meminta dokumen. 

b. Unit kerja terkait masih belum memahami dokumen seperti 

apa yang diminta. Hal mi dikarenakan masing - masing unit 

terkadang memiliki SOP sendiri yang mengakibatkan ada 

beberapa proses yang dikerjakan oleh satu unit tetapi tidak 

dikerjakan oleh unit lainnya. Dalam menangani persoalan mi 

penulis mendatangi satu per satu unit kerja tersebut untuk 

menjelaskan seperti apa detail dokumen - dokumen yang 

diminta tersebut. 

Setelah dokumen yang dibutukan terkumpul, penulis mulai 

melakukan sampling atas dokumen - dokumen tersebut sesuai 

dengan rumus yang telah ditetapkan. 

3. Kegiatan III (Mengintegrasikan Semua Dokumen ke Kertas 

Kerja PIPK) 

Ketika semua dokumen yang dibutuhkan sudah didapatkan, 

penulis melakukan scan atas seluruh dokumen tersebut sehingga 

bisa menjadi softcopy yang diinput ke Webcloud DPR RI. Dalam 

penginputannya penulis menetapkan tannggal kadaluarsa atas 

akses dokumen - dokumen tersebut sehingga nantinya tidak 

disalahgunakan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. 



- 1 

..j .4  

Gambar 5. Penulis m&akukan scanning alas dokumen yang telah dikurnpulkan 

(2610912019) 

Setelah diinput ke Webcloud DPR RI, penulis membuat link 

atas tiap - tiap dokumen dan tiap - tiap link dimasukkan ke kertas 

kerja PPK dengan membuat kolom baru sehingga apabila para 

stakeholder khususnya Badan Pemeriksa Keuangan melakukan 

pemeriksaan mereka tidak perlu lagi meminta staf sub bagian 

pelaporan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan dikarenakan 

untuk mengakses dokumen tersebut bisa "TINGGAL KL!K 1!" 

saja. 
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Gambar7. KertasKerja Setelah Diubah 

Pada kegiatan III ini, terdapat beberapa nilai yang diterapkan 

yaitu nilai komitmen mutu dan pelayanan publik. Peningkatan 

efisiensi dalam bekerja adalah satu upaya dalam meningkatkan 

komitmen mutu dan suatu organisasi sehingga tujuan dan 



organisasi bisa terwujud dengan mudah, tepat waktu, dan tepat 

sasara n. 

Pemberian link atas dokumen dan menyandingkannya di 

kertas kerja termasuk bagian dan peningkatan pelayanan publik 

yang memudahkan stakeholder dalam mengakses dan memeriksa 

dokumen. 

4. Kegiatan IV (Konsultasi dengan Mentor II - Kasubbag 

Pe laporan) 

Setelah meakukan pengumpulan, 	scanning, indeks, 

pemberian link atas dokumen, dan menginput link ke kertas kerja 

selesal, penulis melakukan konsultasi untuk yang kedua kalinya 

kepada mentor saya pada had Kamis, 26 September 2019. 

Perbedaan konsultasi kali mi adalah terletak pada tujuannya. Jika 

konsultasi yang pertama bertujuan untuk melakukan perencanaan 

atas teknis kegiatan yang bakal dilakukan, maka konsultasi yang 

kedua mi bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan - kegiatan yang 

telah dikerjakan sehingga apabila ada hat yang dirasa kurang bisa 

ditambahkan dan apabila ada kesalahan bisa diperbaiki sehingga 

tidak ada lagi kesalahan ketika hasil kegiatan tersebut 

disosialisasikan ke stakeholder dan dipresentasikan di waktu ujian 

akhir latsar. 
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5. Keg iatan V (Sosialisasi Hasil Integrasi ke Stakeholder) 

Berangkat dari perbaikan - perbaikan yang dilakukan atas 

masukan dari mentor pada kegiatan ke IV, penulis melakukan 

sosialisasi hasil integrasi yang telah dijalankan kepada para 

stakeholder. Adapun stakeholder yang penulis pilih adalah 

Inspektorat Utama Sekjen dan BK DPR RI, dan Inspektorat 

Jenderal Kementerian Keuangan RI. Dalam melakukan sosialisasi 

hasil integrasi ke Inspektorat Utama Sekjen dan BK DPR RI, 

penulis Iangsung datang ke unit kerja di Iantai 5 Gedung Setjen. 

Sedangkan untuk melakukan sosialisasi ke pihak Inspektorat 

Jenderal Kemekeu RI, penulis melakukan sosialisasi bertepatan 

dengan penyelenggaraan workshop PIPK di Ruang Rapat Biro 

Perencanaan dan Keuangan pada hari Jumat, 4 Oktober 2019. 

c±L: 

k 

• : IT 
Gambar 9. Mensosialisasikan hasil integrasi ke Ibu Mu! yati, Auditor Madya, Inspektorat I Sekjen 

DPR RI (0411012019) 
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Gambar 10. Workshop P!PKBersama Auditor Irjen Kemenkeu RI (0411012019) 

Pada sosialisasi tersebut, pihak Inspektorat Jenderal 

Kementerian Keuangan RI sendin mengapresiasi dan mendukung 

secara penuh integrasi tersebut secara tertulis dikarenakan hal 

tersebut sangat inovatif dan sangat mempermudah dalam 

pengecekan dokumen tanpa perlu susah- susah untuk mencari 

dokumen yang sangat banyak. Pihaknya juga mengatakan akan 

melakukan himbauan kepada kementerian/lembaga pusat yang 

Iainnya untuk menerapkan integrasi tersebut pada penerapan 

PIPK di Iingkungannya masing-masing. 



Gambar 11. Penandatanganan Surat Pernyafaan Apresiasi oleb Auditor Irjen Kernenkeu RI 

(0411012019) 

Gambarl2. Foto atas:Menerima apresiasi dan Auditorins pektoraf Vkemeokeu RI. Fato 

ba wah Menerima apresiasi dari Auditor Inspektorat VII Kemenkeu RI (0411012019) 

Dalam kegiatan sosialisasi hasil integrasi ini, ada beberapa 

nilai yang penulis terapkan, seperti nhlai akuntabilitas, anth 
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korupsi, dan etika publik. Hal ini dikarenakan melakukan 

pemberitahuan atas inovasi yang dilakukan adalah sebagai bukti 

tanggung jawab penulis kepada para stakeholder yang berhak 

untuk mengetahui segala perkembangan yang ada bahwasannya 

integrasi yang telah dilakukan mi menjadikan pengendalian 

pelaporan keuangan menjadi semakin efisien dan transparan. 

Stakeholder 

Kepaa Biro Perencanaan dan Keuangan, Kabag Evauasi dan 

Pelaporan, Kasubbag Pelaporan, Kementerian Keuangan, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Analis Laporan Keuangan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Kendaa dan Strategi Mengatasi Kendaa 

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian aktualisasi di unit kerja, 

penulis sudah memperkirakan adanya kendala-kendala yang 

dihadapi nantinya. Yang pertama adalah terkait dengan data-data 

yang berhubungan dengan data akhir tahun dimana data tersebut 

hanya bisa didapatkan setelah akhir bulan Desember tahun mi. 

Sehingga terkait dengan hal tersebut, penulis nantinya hanya akan 

melampirkan data yang bisa dikumpulkan sampai dengan bulan 

Oktober tepat sebelum evatuasi akhir aktualisasi. Sehingga atas 

data-data yang belum terkumpul, akan penulis segera kumpulkan 

dan dilaporkan pada saat melakukan pelaporan keuangan tahunan. 

Kemudian kendala yang kedua yang sudah penulis perkirakan 

yaitu mengenal kepatuhan pihak yang terkait dalam mengumpulkan 

dokumen yang diminta. Atas persoalan tersebut penulis yang 

sebelumnya berkonsultasi dengan mentor membenkan jangka waktu 



yang pendek kepada pihak terkait sehingga apabila terjadi 

ketidakpatuhan, maka masih ada waktu untuk kembali meminta 

dokumen - dokumen tersebut. 

D. Analisis Dampak 

Pelaksanaan aktualisasi ml tentunya menghasilkan perubahan 

yang menciptakan dampak terhadap banyak pihak, seperti: 

Individu 

Dampak pertama adalah kepada penulis secara pribadi, yaitu 

hal tersebut berdampak kepada meningkatnya pemahaman dan 

pengalaman penulis atas tugas dan fungsi penulis sebagai analis 

laporan keuangan 

Unit Kerja 

Dampak kedua adalah kepada unit kerja penulis yaltu Sub 

Bagian Pelaporan dimana dengan adanya pelaksanaan aktualisasi 

tersebut akan lebih memperniudah dan mempercepat pekerjaan di 

unit kerja. 

Organisasi 

Dampak yang ketiga adalah dampak yang ditenma oleh 

organisasi dimana dengan adanya pelaksanaan aktualisasi 

tersebut akan meningkatkan nilai mutu organisasi sehingga bisa 

terus mempertahankan opini WTP dari Badan Pemenksa 

Keuangan. 

Nasional 

Dampak terkahir adalah dampak yang diterima secara 

nasional. Dalam hal mi aktualisasi yang penulis laksanakan 
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memiliki dampak kepada seluruh Kementerian dan Lembaga pusat 

lainnya. Hal mi dkarenakan inovasi yang terdapat pada aktualisasi 

ml diterima dengan balk oleh pihak Kementerian Keuangan dan 

inovasi ini akan disosialisasikan ke Kementerian dan Lembaga 

yang lain untuk &terapkan. Pihak Kementerian Keuangan bersedia 

melakukan sosialisasi dikarenakan tingginya tingkat efisiensi yang 

dihasilkan dari inovasi tersebut dalam mempercepat proses 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

nanti nya. 

Selain dampak yang dihasilkan kepada individu, unit kerja, 

organisasi, dan nasional ada hal - hal yang perlu dipertimbangkan 

yaltu penerapan nilal-nilal ANEKA pada setiap kegiatan aktualisasi. 

Tetapi apabila nilal-nilal tersebut tidak diterapkan, maka akan 

berdampak tidak terselesaikannya aktualisasi dengan baik seperti 

apabila tidak diterapkannya nilai akuntabilitas maka hal tersebut 

akan menjadikan bukti-bukti yang seharusnya dilampirkan, menjadi 

tidak terlampir dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab dalam 

pengumpulan data. 

Selain itu apbila nilal - nilal etika publik dan nasionalisme 

tidak diterapkan, maka data-data tersebut juga tidak akan terkumpul 

dikarenakan adanya komunikasi yang buruk antara satu bagian 

dengan bagian yang lain. Kemudian, apabila nilai komitmen mutu 

tidak diterapkan, akan terjadi banyak kegiatan yang membuang - 

buang waktu dan membuang sumber daya milik negara dalam 

pelaksanaan aktualisasi. Dan yang terakhir adalah apabila nilal anti 

korupsi tidak diterapkan, maka akan terjadi manipulasi-manipulasi 

bukti pelaksanaan aktualisasi. 



E. Rencana Jadwal Kegiatan 

TabeI3. RencanaiadwalKegiatan PerBulan 

- AGUSTUS 
SEPTEMBER2019 

OKTOBER 

NO KEG IATAN 2019 2019 

M5 Ml M2 M3 M4 MS Ml 

1 Konsultasi dengan Mentor 
(Kasubbag Pelaporan)  

Melakukan Pengumpulan 
2 Dokumen Bukti PIPK 

DPR RI  

Mengintegrasikan semua 
3 file ke dalam Kertas Kerja 

PIPK  

Konsultasi dengan Mentor 
II (Kasubbag Pelaporan)  

Sosialisasi Hasil Integrasi 
- ke Stakeholder  

43 



BABV 
Penutup 

A. Kesimpulan 
Integrasi Webcloud DPR RI dengan Penyusunan PIPK sangat dibutuhkan 

dalam kondisi saat ini dimana hal tersebut menghasHkan tingkat efisiensi kerja 
yang tinggi dimana ketika tim penhlai, tim reviu, dan Badan Pemeriksa 

Keuangan sedang melakukan pengecekan atas pengendalian tersebut menjadi 
sangat mudah dikarenakan dalam pengecekannya hanya tinggal mengklik link 

- link dokumen yang diinginkan tanpa perlu melakukan pengecekan satu per 

satu pada dokumen aslinya dan hal tersebut adalah wujud dari kesungguh-

sungguhan Setjen DPR RI dalam meningkatkan komitmen mutu melalui 

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal mi terhadap stakeholder. 

Selain itu, integrasi tersebut juga semakin mempermudah DPR RI sebagai 
lembaga yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

sepuluh kali berturut - turut untuk bisa mempertahankan prestasi tersebut 

dikarenakan dengan adanya penyajian PIPK yang efisien dan andal, hal 
tersebut menjadikan semakin minimnya risiko atas kesalahan - kesalahan 
dalam pengelolaan dan pelaksanaan administrasi transaksi. Kemudian dalam 

hal lain, hal mi juga secara tidak langsung mendukung Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang akan memantau seluruh proses 
transaksi dari mulai perencanaan, pengaggaran hingga pelaporan sehingga 

akan memudahkan DPR RI mendapatkan nilai reformasi birokrasi yang lebih 

balk lagi kedepannya. 

Hasil dari aktualisasi/habituasi ini juga memberikan dampak yang besar 
tidak hanya terbatas kepada unit kerja dan organisasi tetapi juga berdampak 

baik dalam skala nasional. Hal ml dikarenakan konsep integrasi ml 
mendapatkan dukungan oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan RI selaku pembina pelaksanaan PIPK dan 

juga bersedia untuk mensosialisasikan konsep integrasi ml ke seluruh Kemente 

niarilLembaga yang ada di Indonesia. 

Dari semua hasil yang dilaksanakan tersebut tidak terlepas dari nilai - nilai 

dasar ANEKA yang diterapkan selama penyusunan ini. Masing - masing 
kegiatan diterapkan nilai - nilal tersebut menurut kesesuaiannya, yaitu: 
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Kegiatan I memuat nilai - nilai etika publik dan akuntabilitas 

Kegiatan U memuat nilai - nilai nasionalisme dan akuntabilitas 

Kegiatan Ill memuat nilai - nilai komitmen mutu 

Kegiatan IV memuat nilai - nhlai etika publik dan akuntabititas 

Kegiatan V memuat nilai - nilai etika publik, akuntabilitas, dan anti korupsi 

B. Saran 

Mengingat pentingnya penerapan cloud computing dalam menciptakan 

efisiensi kerja, setiap unit kerja perlu melakukan integrasi setiap kegiatan yang 

berkaitan dengan dokumen ke dalam Web Cloud DPR RI. Hal mi berguna 

untuk mendukung kelancaran aktivitas, meningkatkan efisiensi kerja, dan 
menghindari kehilangan data - data penting. Selain itu penulis juga 

menyarankan kepada seluruh tim penyusun PIPK di seluruh 
Kementerian/Lembaga pusat untuk melakukan integrasi dokumen bukti PIPK 
dengan webcloud sehingga efisiensi kerja bisa meningkat. 
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Coaching/I Memb ahas Kendala - Kendala yang Terjadi Se/ama Satu Pekan (1310912019) 
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coaching III Membahas Teknis Penye/esaian Kegiatan 3 yang Sempaf Terkendala (2010912019) 

coaching IVMembahas Kegiatan 5 sebagai Tahap Final isasi Habituasi (271912019) 
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ZVEP-URE-IARIAT JAL DAg*, .' BADUAN KAHLAN 
WAN PERVIA-MUMN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA *, 	_'.;-_•' 

JLN. JENDERAL GATOTSUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

Nomor 	: PK.04/5jA/Setjen dan BK DPR R110812019 	Agustus 2019 
Sifat 	: Penting 
Lampiran 	- 
Perihal 	: Undangan Rapat 

Yth. 
Analis Laporan Keuangan 
Pengelola Data 

Sub Bagian Pelaporan, Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahilan DPR RI 
JAKARTA 

Bersama hal mi kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam 

rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada: 

Hari,tanggal 	: Rabu, 28 Agustus 2019 

Waktu 	 : 13.30WIB—selesaj 

Tempat 	 : Ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan, Gedung Setjen dan BK DPR RI Iantai 1 

Acara 	 : Persiapan pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS 

Angkatan III yang berjudul TINGGAL KLIK!! 

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon kiranya Saudara hadir 

tepat pada waktunya. 

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kasubag Pelaporan, 

QA 

Sam Kaaha, SE., M.Ak. 
NIP. 19880321 200912 1 001 

Tembusan: 
PLH. Kepala Biro Perencariaan dan Keuangan; 
Kepala Bagman Evaluasi dan Pelaporan 



SEKRETARAT JEf1EAL 1A1 3ADAN KEAKLA 
EWAP PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSTE www.dpr.go.id  

DAFTAR HADIR 
PELAKSANAAN KEGL4TAN AKTUALISASI CPNS ANGKATAN 111 

DENGAN JUDUL TINGGAL KLIK!! 

Han, Tanggal 	: Rabu, 28 Agustus 2019 
Pukul 	 : 	13.30 WIB - selesai 
Tempat 	 : Ruang Rapat Kepala Biro Pereneanaan dan Keuangan 

Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai I 
Acara 	 : Konsultasi dengan Mentor dan Sub Bagian Pelaporan terkait persiapan 

pelaksanaan kegiatan Aktualisasi yang berjudul TINGGAL KLIK!! 

No  
j 	 Nama .Jabatan Tanda Tangan 

1 Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak. Kepala Subbagian Pelaporan 
(Mentor) 

2 Seno Wibisukmana, S.Kom. Analis Laporan Keuangan 

3 Suwarni, S.E. Analis Laporan Keuangan 

4 T.Denny Rilky, SE Analis Laporan Keuangan 

5 Ratna Sari Pengelola Data 



SEKRETARAT JENDERAL DAN BADA4 KEAHLIAH 
1AN 

 
PERWAMLtAN &1UUVIAT REPUBUK MIDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 

RAPAT KOORDINASI 

Harillaiggal 	Rabu, 28 Agustus 2019 

Waktu 	 : 	13.30-Selesal 

Tempat 	 : Ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
Gd. Setjen Lt 1 

Acara Rapat 	: 	Persiapan pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS Angkatan 

III yang berjudul TINGGAL KLIK U 

Ketua Rapat 	Sam Karya Nugraha, SE, M.Ak 
(Kasubag Pelaporan/Mentor) 

H a d i r 	 1. Analis Laporan Keuangan 
2. Pengelola Data 

PENDAHULUAN 

Rapat dimulai pukul 13.35 WIB 

POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

Sebagai realisasi dari kegiatan Aktualisasi CPNS Angkatan III TINGGAL KLIK U 

dan sebagai amanat dari PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman 

pencrapan, penhlaian dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan 

pernerintah pusat, maka disusunlah sebuah inovasi dalam bentuk tools untuk 

menggabungkan/mengjntegrasjkan dokumen PIPK melalui Web Cloud DPR RI. 

Tujuan dari Penilaian PIPK mi adalah untuk memastikan kecukupan rancangan dan 

efekt vitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Laporan 

Keuangan dan memastikan apakah disusun sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan. 

Dalam tahap penyusunan Dokumen Pendukung Pengendalian Intern Pelaporan 

Keuangan (PIPK) menetapkan 3 (tiga) langkah kerja yaitu: 

Menetapkan Surat Tugas terkait pengumpulan Data ke unit kerja terkait 

Memetakan struktur file/folder di Web Cloud DPR RI 
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c. Disusun draft format modul excel untuk diintegrasikan dengan Web Cloud DPR 

RI dan telah disesuaikan dengan format yang ada di PMK Nomor 

1 7/PMK.09/201 9. 

Progres tahapan mi berjalan secara simultan dan paralel dan akan dievaluasi dala 

Rapat Koordinasi selanjutnya di Bulan September 2019. 

3. Dengan adanya pengembangan dalam pengintegrasian dokumen PIPK melalui 

Web Cloud mi diharapkan akan mendapatkan beberapa manfaat antara lain 

Meningkatkan efisiensi dalam bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi 

terutama dalam hal penyusunan PIPK 

Meningkatkan pelayanan publik dikarenakan memberi kemudahan kepada 

stakeholder dalam mengakses data terkait laporan keuangan sebagal bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan. 

Menerapkan nilai-nilai akuntabilitas terkait dalam hal bukti-bukti pengelolaan 

keuangan negara 

Ill. PENUTUP 

Rapat ditutup jam 15.20 WIB 

Ketua Rapat 
Kasubag Pelaporan/Mentor, 

Sam Karva Nugraha, SE., M.Ak. 
NIP. 19880321 200912 1 001 
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SKRETL&PJS JENDERL 
DJ\T PRWK1L4N RAKYAT 

REPUBLLK 1NDOYE 4;L 

KEPUTUSAN 
SE.KRETARIS JIENDERAL DEWAN PERWAK]ILAN RAKYAT 

REPUBLIK fNDONESL 

NOMOR: 1260 /SEKJE.N/2019 

TE.NTANG 

P EMIBENTUKAJN 
JIM PENGE DALL4LN [NTERJ ATAS PEL.APOj KEUANGAN (PIPK) 

PDA SEKRETARIAT JTENDERAL. DAN BADANABI[L&J' 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPTJBLIK INDONESL. 

TAHTJN ANGGARAN 2019 

SEKRETkRIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKELAIN R4.KYAT REPTJBLLK INDONESIA, 

Menimbang 	a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang meiradaj agar 
laporan keuangan yang diiasilkan merupakan laporan Yan.9  andal 
dan disusun sesuai dengan standar akuntai -isi pemerjj_,-Laha, dan 
Sistem Pengenda1j Internal (SF1), maka perlii disusun Laporan 
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Laporan 
Peailaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PffK) di 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan PerwJan 
Rakyat Republik Indonesia 

b. babwa untuk rnelaksanakan Penyusunan dan Fenilalan Pengerialian  
Intern Aias Pelaporan Keuangan (PI1PK) sebaaimana dimakud 

dalam huruf a, penn dibentuk Tim Fenilai Pengendalian Intern Atas 
Pelaporan Keuangan (FIFK) pada Sekretariat Jeuderal dan Badan 
Kealilian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 
Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Ke'outusan Sekretarjs 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaliaraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2004 Nornor 
5, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negai-a Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 223, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Noinor 6263); 

Peraturan Penierintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Non-ior 103, Tahahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423). sebagairnaa 
telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 50 Tahun 2018 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6267); 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretarjat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 43); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/20 14 tentang 
Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintali Pusat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046), 
sebagaimana telah diuhah dengan PeratLiran Menteri Keuangan 
Nomor •218/PMK.05,12016 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 2040); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK,05/201 6 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
Kementerian NegaralLembaga; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14IPMK.09/2017 tentang 
Pedornan Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 277); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/201 7 tentang 
Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterirna (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1475); 



9. Peraturan Se1retaris Jenderal Dewan Perwakilan Ralcyat Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija 
Sekretai-jat Jenderal dan Bada.n Kealiljan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, sebagahnana telah heberapa kali 
diubah terakJiir dengan Peraturan Sekietaris Jenderal Dewan 
Perwakjlan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 

Memperhatikan : 	Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ReDuhljk 
Indonesia tentang Surat Pengesahan D aftar Isian Pelaksai:anaan 
Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-
0

0
2 .01.1.001012/2019taggJ 5 Desember2Ql8 

MEIVRJTUS KAN 

Menetapkan 	: KEPUEJSAN SEKRETARJS JENDERAL DEWAN PER WAJULAN 
PAKYAT REPLIBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEINTTUKAN  
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPOpN KEUANGAN 
(PK) PADA SEK.RETARIAT JENDERAL DAN BADAN  
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN ANTGGARAN 2019. 

PERIAN'Lk 	Mernbentuk Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (?IPK) 
pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, dengan Susunan 
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan mi. 

KEDUA  : Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (FLPK) pada 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Ferwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud 
pada Diktum PERTAMA Keputusan mi rnempunyai tugas sebagai 
berikut: 

I. Tim Penyusuri Pengendaijan Intei -n Atas Pelaporan Keuangan 
(PIPK) mempunyai tugas: 

melakukan Perencanaan Penilajan PIPK; 
menyusun Risk Control Matriks Tingkat Entitas dan Tingkat 
Transaksj; 
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2. Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 
niempunyai tugas 

inelakukan Penilaian PP[K Tingkat Entitas dan Tingkat 
Transaksj; 

meriyusun Laporan penilaian (3 tahap); 

3. Melapoi-kan hasil kerja Tim ke.pada Sekietaris .Jenderal Dewan 
P erwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

KEFIGA 	Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERIAJ'AA 
Keputusan mi diberikan Honorarium selaina 5 (lima) bulan. mulai bulan 
Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019. dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

Pengarah sebesar Rp. 	750.000,- (tujuh ratus lima puluh i-thu 
rupiah)/orang/bulan; 
Penanggungjawab 	sebesar 	Rp. 	700.000,- 	(tujuli ratus 	rihu 
rupiah)/orang/bulan; 
Ketua sebesar Rp. 	650.000.- 	(enarn ratus 	Jima puluh ribu 
rupiah)/orang/bulan; 
Wakil 	Ketu.a 	sebesar 	Rp. 	600.000,- 	(enam ratus 	i-jim 
rupiah)/orana/bulan; 
Sekretaris 	sebesar 	Rp. 	500.000,-. 	(Jima ratus 	ribu 
rupiah)/orarig/bulan; 
Anggota 	sebesar 	Rp. 	500.000,- 	(lima ratus 	ribu 
rupiah)/orang/bulan. 

KEEMPAT 	: Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalana 
Diktuin KETIGA Keputusan mi, dibebankan pada Daftar Isian 
Pelak.sanaan Anggaran (DLPA) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakjlan 
Rak.yat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 
002 .01.001012.01,51.01.5789.001.001 .055B.521213. 

KELIMA 	Keputusan mi berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila di kemudian harl terdapat kekeliruan dalam Keputusan mi akan 
di adakan p erubahan sebagaimana mestinya. 



SALINAN Ke.putasan liii disampaikan kepada: 

I. Pat-a Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan 
Sekreta.rjat Jenderal dan Bdnn Keahijan D P R RI; 

2. Pat-a Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretarjat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 

3 Kepala B agian/Bidan g: Administrasi Keuangan. 

Evaluasi dan Pelaporan, Hukum, At-sip dan Museum 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretarjat 
Jenderal dan Badan Keahijan DPR RI; 
Yang 	bersangkutan 	untuk 	diketaliui 	dan 
dipergunakan sebagaimana rnestinya. 

Ditetapkan di Jakarta. 	 - 
pada tanggal 1 Agustus 2019 
SEKRETARIS JIENDERAL. 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 19661114 1997&3 1 001 



LMpfp KEPLTTuS.J SEKTJS JENDERAL 
DEWAN PER WAKE. AN RAKYAT 
RE.PUBLTK ll\DQNESIA 

	

NOMOR 	1260 /SEKJEN/2019 
TANGG4f 1 AGUSTUS 2019 

SUSLAN Z 	C-  GO TAANN TLM PEGENALL 	TER ATAS PELOAN 
KEUANGAN (PK) PADA SEKRETARJAT TENDEThL DAN BADAN KEAHT.LN 

DEWAN FERWKJTAN RAKYAT REPUBLLK II'DONESLA 
TAHLTN AN GGARN 2019 

IndraIskand 	 16! 	19J100I// 	nsJender 	Pengar 

B endahara 
Pengeluaran Satker 
Setjen 
B endahara 
Pengeluara,n Satker 
Dewan 

aSubBagja 
Tata 	Usaha. Bagian 

jyarian Keseliatan 

2 Satyanto Priambodo, 
M.Si. 	

I 	 Pe.renca. 	dan 
Keuangan 

3 	Suryatna, SIP. 

Pelaporan 

MAu 	
Pelaporaa 	Bagian 
Eva1uj 	dan 
Pelaporan 

5 Pesta Evaria Simbolon. 
0U4'Ill Kepaia 	Bagian SE., M.Si. 	

Pengelolaan Wiama 
IDFR 

Budlai 
 

P enataus ahaau B aran 
Milik Negara, Bagian 
Administrasj Barang 

OODIM 
Milik Neaara 
Kepala Sub Bagian M.Ak- 
Mol-itoring Evthj, 
Baaian Evaluasj dan 
Pelaporan 

Aug gota 

Anggota 

.Angota 

8 1 Indrianto. S.H 

9 1 Dra. Rofi'ah 

10 1 Gardina Kumjawatj, SE 

19240920 200502 1001/111 

19650715 199603 2 004/Ill 

19700923 199803 2003/1ll 

Anggota 

A.nggota 

Anggota 



Bar2na Milik Neaara ---i -- 
Analisa 	Laporan 

12 Seno 	vibisukmana, l9711110199901QO1/JV 
S.Koni Keuangan. 	Bagian 

Anggota 

Evaluasj 	dan 
Pelaporan 

Analisa 	Laporan Anggota 
13 Suwanñ,S.E 19 8 0 10192005022001/111 

Keuangan. 	Bagian 
Evaluasj 	dan 
Pelaporan 

Pengelola 	Data Anggota 
14 Ratna Sari 19751118 199803 2001/I11 

Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan 

Analisa 	Laporan Anggota 
15 T. Denny Rifky, S.E 19920710 201903 1 002/Ill 

Baalan 

Pelaporan 

Pena 16 Iding, S.E. 19630823 198603 1 002/Ill 

Pelaporan 

Pengelola 	Anggaran. AnggoLa 
I 	/ Gomas 19681111 198803 1 001/I11 

Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan 

Analis 	Kebijakan 
18 Andi Ramdan 19731026 199403 1 002/Ill 

Anggota 
Pelaksanaan 
Anggaran, 	Bagian 
Evaluasj 	dan 
Pelaporan 

Analis 	Kebijak 
19 Dwita 	Amelia 	Fitriani, 19870529 2009122 004/111 

S.E. Pelaksanaan 
Anggaran, 	Bagian 
Evaluasj 	dan _________ 
P elan 0 ran 

Anggota 
O Rani Suwita, S.E. 19860625 2005022001/IlI Anal is 	Kebijakan 

Pelaksanaan 
Anggaran, 	Bagian 
Evaluasj 	dan 
Pelaporan 

Anggota 
J Awam Mu'minin, SIP. 19750519 199803 1 001/Ill Bendakara 

Penerjrnaan 



22 - Hasan Basri 

23 Ibrahjm 19750626 199803 1 001/I11 Analjs Keuan 

24 	Sugeng Priono Anirhusni. 
SE 

19701225 199703 1 003/Ill Verifikator K 

25 	Beni Hardiana, S.H 19770405 200112 1 004/I11 Analis 	F 
Barang MiliI< 
Bagian 	Adr 
Barang Milik 

26 ElinRolinali.,A.Md Farm 19680814 199203 2 001/I11 Asjsten 
Penyelja 

27 Dwi 	Nartami 	Setyorini. 19751028 200312200/IIIjtor  P 

28 Yuiista Turiiung. A.Md 1 	19940706 20190 3 2 002/I1 Auditor Pelak 

29 Taunk -----------------------------
19101015 199302 1 002/Ill Pengelola 

Layanan 	Fe 
Bagian 
Pengadaan 

30 MuhainmadAlfian 19820508 200911 1001/11 Pemeljhara F 
Bagian 
Penadaan 

31 Aclmiad Marulloh 19830131 2012121 001/1I Pengadrniiñst 
Umurn. 
Adrninjstrasj 
Milik Negara 

32 men 1 96908252003121003/lI Pengadrninjst 
Uinurn, 
Fengelolaan 
DPRPJ 

uangan I 	Aug gota 

ran 	Anggota 

uangan 	Anggota 

Negara, 
iinistrasj 
Negara 

.potekerAnggota 

na 	I 	Anggota 

;ana I 	Anggota 

Unit 	Anggota 
igadaan, 
Layanan 

e ggota  
Layanan I 

asi 	Anggota 
Bagian 
Barang 

asi 	Anggota 
Bagian 
Wisma 

SEKRETAJUS JENDER&L, 

INDRA ISKANDAR4 
NIP. 19661114 19970 1 001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLJAN 
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

DAN BK Op 

	 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021)5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, \/VEBSITE : www.dpr.go.id  

NOTA DINAS 

NOMOR : PK.04/643/SETJEN dan BK DPR RI/09/2019 

	

Yth. 	: PIh. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

	

Dari 	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

	

Hal 	Permintaan tanda tangan Surat 
Tanggal 24 September 2019 

Bersama mi kami sampaikan dengan hormat, dalam ranBka 
penerapan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 
Pemerintah Pusat, Bagian Evaluasi dan Pelaporan akan melaksanakan 

perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan/atau 

dokumen bukti implementasi pengendalian internal di Wisma Griya Sabha 
DPRR I, Kopo Bogor pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila tidak ada 
koreksian, mohon perkenan tanda tangan Bapak untuk Surat Permohonan 
izin dan dukungan anggaran kepada Sekjen DPR RI, serta Surat Tugas 
kegiatan dimaksud. 

Demikian, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 

S  u r lv ~p ak~. 
NIP. 	48 
	

8603 1003 



SEKRETARIAT JEDERAL DAfI BADAN KEAHLA 
WAN PERWAKILAM RAKYAT RPUBuc tNDONESfA 

JLN. JENDEL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : Wwwdprgoid 

SURAT TUGAS 
NOMOR: DAJ 13 /SETJENDpR R1J'PK04/2019 

Menimbang' 	
a). bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim Pengendaijan Intern atas 

Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, bagian Evaluasj dan Peiaporan 
akan melaksanakan kegiatan pengumpulan data danlatau dokurnen bukti 
implementasi pengendaIja internal di unit kerja 

bahwa pengumpulan dokumen tersebut diperlukan sebagaj bagian dari kegiatan 
penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan 

DPR RI 

bwa penugasan pegawai dari Bagian Evaluasi dan Pelaporan perlu ditetapkan 
dengan Surat Tugas 

Dasar 	a). PN4K nomor 17/PMK.09/2019 tentan g  Pedornan, Penerapan, Penilajan dan 
Reviu Pengendaijan Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

Sesuai dengan persetujuan Pimpinan Sekretarjat Jenderal dan Badan Keahijan DPR RI dengan mi Pit. Deputi Bidang Administrasi rnenugaskan kepada: 

Nama 	 NIP 
8241986031003 

a. .SE 198803212009121001 
0192005022001 

Xo 	 1101999021001 
9751 1181998032001  

199207102019031002 

Go! 	 an 
IV lKepala Bagian 	 Pelaporan  
III Ke ala Sub Bacrian Pela oran 
111 Staf Ba . Evaluasj dan Pela ran 
IV Staf Ba Evaluasj dan Pela oran 
III Staf Baa. Evaluasj dan Pela ran 
111 jStafBag, Evaluasjdan Pelanorn 

Suryatna.,S. IP 

11 Sam KaryaN 
3 Suwami,SE 
4 ISenoWjbjsukr 

Sari 
6 lTDeniwR 

Untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data danlatau dokumen bukti implementasi 
pengendaijan internal pada unit kerja di lingkungan Sekretanjat Jenderal dan Badan Keabjian 
DPR RI (daftar unit kerja terlampir). 

J karta, 17 September 2019 
P putiBidandministrasi 

Drs. Suratna M S 
i'19640522191031001 L 



Lampiran 

Unit Kerja Terkait DokurneD Bukti ImpIernetasi Pengendaiian Intern 
atas Pelaporan Keuangan 

No Nama Unit Kerja Keterangan 
I Bagian Administrasi Keuangan Pengelola Transaksi Keuangan 
2 Bagian Administrasi Barang Milik Negara Pengelola Barang Milik Negara 
3 Bagian Pelayanan Kesehatan Pembantu Pengelola Persediaan 
4 Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Pembantu Pengelola Persediaan 
5 Bagiari Gedung dan Instalasi Pembantu Pengelola Persediaan 
6 Bagian Pengelolaan Wisma DPR Pembantu Pengelola Persediaan 
7 Bidang Arsip dan Museum Pembantu Pengelola Persediaan 
8 Bidang Data dan Teknologi Informasi Pembantu Pengelola Persediaan 
9 Pusat Penelitian Pembantu Pengelola Persediaan 

10 Bidang Perpusatakaan Pembantu Pengelola Persediaan 
11 Bagian Hubungan Masyarakat Pembantu Pengelola Persediaan 
12 Bagian Layanan Pengadaan Pembantu Pengelola Persediaan 

13 Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 
Fraksi Pembantu Pengelola Persediaan 

Jakarta, 17 September 2019 
1t.DetidangAdrninistrasi, 

Drs. Suratna, M. Si 
NIP. 1964O5221991O31OO1 
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SEKRTARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

t PRWAKLM RAKYAT REPIJUK II$DONESA 
- 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.td  

Nomor 	: PK.04/44 /Setjen dan BK DPR RI/09/2019 	5• September 2019 
Sifat 	: Penting 
Lampiran 
Perihal 	Undangan Rapat 

Yth. 
Analis Laporan Keuangan 
Pengelola Data 

Sub Bagian Pelaporan, Bagian Evatuasi dan Pelaporan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
JAKARTA 

Bersama hal mi kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam 

rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal Kamis, 26 September 2019 

Waktu : 	 09.30 WIB - selesai 

Tempat : 	 Ruang 	Rapat 	Kepala 	Biro 	Perencanaan 	dan 

Keuangan, Gedung Setjen dan BK DPR RI Iantai 1 

Acara : 	 Evaluasi 	Pengelolaan 	data 	Pengendalian 	Intern 

Pelaporan Keuangan (PIPK) 

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon kiranya Saudara hadir 

tepat pada waktunya. 

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kasubag Pelaporan, 

Sam Karya Nugraha, SE., M.Ak 

Tembusan 	
NIP. 19880321 200912 1 001 

PLH. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; 
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

B 



SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DIE JAi PRWA1LA1 RAYAT REPUBUK NDONESA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. : (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

DAFTAR HADIR 
PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI CPNS ANGKATAN Ill 

DENGAN JUDUL HNGGAL KUK!! 

Han, Tanggal 	Kamis, 26 September 2019 
Pukul 	 : 	09.30 WIB - selesai 
Tempat 	 : Ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai I 
Acara 	 : Evaluasi Pengelo!aan Data Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan 

No Nama Jabatan Tanda Tangan 
I Sam Karya Nugraha, S.E., M.AL Kepala Subbagian Pelaporan 

(Mentor) 

2 Seno Wibisukmana, S.Kom. Analis Laporan Keuangan 

3 Suwami, S.E. Analis Laporan Keuangan 

4 T.Denny Rifky, SE Analis Laporan Keuangan 

5 Ratna Sari Pengelola Data 



SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DVAN PERWAKLAN RAKYAT REPLBUK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021)5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 

RAPAT KOORDiNASI 

HarilTarggal 

Waktu 

Tempat 

Acara Rapat 

Ketua Rapat 

H a d i r 

I. PENJAHULUAN 

Kamis, 26 September 2019 

09.30 WIB - Selesai 

Ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
Gd. Setjen Lt 1 

Evaluasi Pengelolaan Data Pengendalian Intern Pelaporan 

Keuangan 

Sam Karya Nugraha, SE, M.Ak 
(Kasubag Pelaporan/Mentor) 

Analis Laporan Keuangan 
Pengelola Data 

Rapat dimulai pukul 09.40 WIB 

II. POKOK-POKOK PEMB1CARAAN 

Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 28 Agustus 2019, maka Tim membuat 

Inventarisasi terhadap kesulitan dan hambatan yang terjadi pada saat 

pelaksanaan penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan antara lain: 

)' 	Kesulitan dalam penyusunan matrik resiko 

Kesulitan dalam proses penghitungan data dan sampel 

Kesulitan dalam pengumpulan data dan scanning dokumen 

Sclusi terhadap kesulitan dan hambatan yang terjadi antara lain dilakukan 

dengan cara 

Melakukan komunikasi dan koordinasi yang simultan dengan unit terkait 

Memanfaatkan database dalam membantu proses penghitungan dan 

pengumpulan data, dan sampelnya dari Bagian Administrasi keuangan dan 

Bagian Administrasi Barang Milik Negara. 



-2- 

Memberikan waktu kepada unit-unit kerja untuk dapat melengkapi dokumen-

dokumen terkait PIPK sesuai yang telah di persyaratkan datam PMK 

Nomor: 17/PMK.09/2019 

3. Dengan adanya pengendalian Intern Pelaporan Keuangan: 

Meningkatkan efisiensi dalam bekerja sesual dengan vlsi dan misi organisasi 

terutama dalam hal penyusunan PIRK 

Menerapkan nilai-nilai akuntabilitas terkait dalam hal bukti-bukti pengelolaan 

keuangan negara sehingga laporan keuangan yang disusun bersifat handal. 

Ketua Rapat 
Kasubag Pelaporan/Mentor, 

Sam Karva Nuqraha. SE.. M.Ak. 
NIP. 19880321 200912 1 001 



SURAT PERNYATAAN 

Dengan inj saya yang bertandatangan di bawah mi: 

Nama 	Januarti Tiurmaida 
Jabatari 	: Auditor Madya 
Unit Kerja 	: Inspektorat V 
Instansi 	: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI 

Menyatakan sangat mengapresiasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Setjen dan BK 
DPR RI I Denny Rifky, Jabatan Analis Laporan Keuangan pada Bagian Evaluasi 
dan Pelaporan dengan judul Integrasi Webcloud DPR RI dengan PIPK DPR RI 
dengan teknis pelaksanaan yaitu menambahkan sebuah kolom "link dokumen" 
pada kertas kerja PIPK. Kolom link dokumen merupakan salah satu inovasi untuk 
memudahkan pihak - pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan PIPK di 
lingkungan Setjen dan BK DPR RI antara lain dalam melaksanakan penilaian 
PIPK yang selama mi menggunakan hardcopy. 

Demikian surat pernyataan mi saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, 4 Oktober 2019 
Yang Menyatakan Dukungan 

FIN 

NIP. 19730108 199303 2001 



. 

SURAT PERNYATAAN 

Dengan mi saya yang bertandatangan di bawah ni: 

Nama : Danu Winata 
Jabatan Auditor Muda 
Unit Kerja : Inspektorat VII 
Instansi : Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI 

Menyatakan sangat mengapresiasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Setjen dan BK 
DPR RI I Denny Rifky, Jabatan Analis Laporan Keuangan pada Bagian Evaluasi 
dan Pelaporan dengan judul Integrasi Webcloud DPR RI dengan PIPK DPR RI 
dengan teknis pelaksanaan yaitu menambahkan sebuah kolom "link dokumen" 
pada kertas kerja PIPK. Kolom link dokumen merupakan salah satu inovasi untuk 
memudahkan pihak - pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan PIPK di 
lingkungan Setjen dan BK DPR RI antara lain dalam melaksanakan penilalan 
PIPK yang selama mi menggunakan hardcopy. 

Demikian surat pernyataan mi saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, 4 Oktober 2019 
Yang Menyatakan Dukungan 

Danu Winata 
NIP. 19811102 201012 1 002 

S 



14- 
SKRTARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

RRLAH U.UYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE 	.dpr.go.id 

DAFTAR HADIR 
DALAM RANGKA WORKSHOp PENYUSUTs4j LAPORAN P[PK TAIITTN 2019 

Han, Tanggal 	Jum'at, 4 Oktober 2019 
Pukul 	 : 	08.30— 11.30 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat B iro Perencanaan dan Keuangan 

Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai I 

No 	 Nama 	 Jabatan 	 Tanda Tangan 
1 	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 	Kepala Biro Perencanaan 

dan Keuancian 
2 	Suryatna, S.IP. 	 Kepala Bagian Evaluasi dan 

Pela oran 
3 	Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak. 	Kepala Subbagian Pelaporan 

4 	Ratna Puspita Sari, S.E., M. 	Kepala 	Subbagian 
Monitoring dan Evaluasj 

5 	Harry Budlii Hartanto, S.E., M.E. 	Kepala 	Siihhcrnn 

Penatausahaan BarangMilik 
Necara 

Pramu Kepala Subbagian Pelaporan 
Barang Milik Ne ara 
Pengelola Anggaran 

Pengelola Anggaran 

Analis 	 anieun 

Analis Kebijaka.n 
Pelaksanaan Anggaran 
Analis Laporan Keuangan 

AnaliS Kebij akan  
Pelaksanaan Anggaran 
Analis Kebijakan 
Pelaksanaan Anggaran 
Pengelola Data 

6 Weda 	Herdyotanto 
Wardhana, S.E. 

7 	Iding, S.E. 

8 Gomas 

Wibisuana,S 

10 J Andi Ramdan 

11 ( Suwarni, S.E., MAR 

12 1 Dwita Amelia Fitriani,S.E. 

13 1 Rani Suwita, S.E. 

14 1 Ratna Sari 



p 


